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ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019, pendaftaran bakal calon presiden ditetapkan
dan dibuka sejak tanggal 4 — 10 Agustus 2018. Kemudian,
pada tanggal 23 September, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) resmi membuka masa kampanye serentak bagi
calon anggota DPR, DPD, DPRD dan sekaligus calon
Presiden dan Wakil Presiden. Di waktu yang sama, satu
persatu kepala daerah seperti Gubernur hingga Bupati dan
Walikota menyatakan sikapnya untuk mendukung salah
satu pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden
nomor urut satu yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin —
sedangkan paslon nomor urut dua adalah Prabowo
Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam kenegaraan yang
demokratis, setiap warga negara termasuk kepala daerah
berhak ikut berperan aktif dalam politik termasuk
menjatuhkan pilihan pada salah satu paslon.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian
pustaka (library research). Jenis pendekatan yang
digunakan adalah yuridis politis yaitu pendekatan yang
didasarkan pada hukum dan politik atau sebaliknya, teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan
perundang-undangan '~ yang  berhubungan® dengan
pembatasan herkampanye oleh kepala daerah. Sifat
penelitian— ini ~ “adalah ‘deskriptif .~ analitis, © dengan
menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan
sekunder. Kemudian dilakukan analisis dan dideskripsikan
data yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan,
maka urgensi pembatasan berkampanye oleh kepala
daerah dalam pilpres tahun 2019 sekurang-kurangnya ada
tiga faktor, pertama, kepala daerah cenderung bias abuse
of power. Kedua, kepala daerah sebagai bagian unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan
kewajiban yang jauh lebih besar daripada ikut kampanye



yakni, mengurus daerahnya dan mensejahterakan
rakyatnya. Ketiga, politik hukum pemilu mengehdaki
pemilu saat ini harus lebih baik daripada pemilu.
Kemudian, dasar legalitas pembatasan tersebut, UU
Pemilu beserta turunannya mengandung makna tersirat
yakni Kketerlibatan kepala daerah dalam pilpres harus
dibatasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 281 ayat (1),
Pasal 282, dan Pasal 283 dalam UU No. 7 Tahun 2017,
Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) dalam PP
No. 32 Tahun 2018, dan Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal
62 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 63 ayat (1), Pasal
64, Pasal 70, dan Pasal 71 dalam PKPU No. 23 Tahun
2018.

Kata kunci: Kepala daerah, pembatasan
berkampanye, pilihan presiden



ABSTRACT
Based on the General Election Commission
Regulation (PKPU) Number 5 of 2018 concerning Stages,
Programs, and Schedule of the General Election of 2019,
the registration of prospective presidential candidates is
determined and opened from 4 - 10 August 2018. Then, on
September 23, the General Election Commission (KPU)
officially opened the campaign period simultaneously for
candidates for members of the DPR, DPD, DPRD and at
the same time candidates for President and Vice
President. At the same time, one by one the regional heads
such as the Governor to the Regent and Mayor stated their
position to support one candidate pair (candidate pair) of
President and Vice President number one namely Joko
Widodo and Ma'ruf Amin - while candidate pair number
two was Prabowo Subianto and Sandiaga Uno In a
democratic state, every citizen including the regional head
has the right to take an active role in politics, including

making choices on a candidate pair.

This research is categorized as library research
(penelitian pustaka). The type of approach used is
political juridical, that is, an approach based on law and
politics or vice versa, theories, concepts, principles of law
and legislation relating to restrictions on campaigning by
regional heads: The nature of this research-is analytical
descriptive, using primary material sources and.secondary
material sources. Then the analysis and description of the
data obtained-will be carried out.

Based on the results of data analysis conducted,
the pressure to campaign by the regional head in the 2019
presidential election is at least three factors, first, the
regional head uses the bias of abuse of power. Second, the
regional head as part of the organizing element of the
Regional Government has far greater duties and
obligations than participating in the campaign, namely,
taking care of the region and the welfare of its people.
Third, electoral law politics governing the current election



must be better than the election. Then, the basis for the
legality of the limitation, the Election Law and its
derivatives contain the implied meaning that the
involvement of regional heads in the presidential election
must be limited.This can be seen in Article 281 paragraph
(1), Article 282, and Article 283 in Law No. 7 of 2017,
Article 31 paragraph (2), Article 32, and Article 33
paragraph (1) of PP No. 32 of 2018, and Article 59
paragraph (3), Article 60, Article 62 paragraph (1),
paragraph (3) and paragraph (7), Article 63 paragraph
(1), Article 64, Article 70, and Article 71 in PKPU No. 23
of 2018.

Keywords: Regional head, campaigning restrictions,
presidential choice.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019, pendaftaran bakal calon presiden ditetapkan dan
dibuka sejak tanggal 4 - 10 Agustus 2018. Selang
beberapa minggu kemudian, pada tanggal 23 September,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah resmi
membuka masa kampanye serentak bagi calon anggota
DPR, DPD, DPRD dan sekaligus calon Presiden dan
Wakil Presiden.’

Di waktu yang sama, satu persatu kepala daerah?
seperti Gubernur hingga Bupati dan Walikota menyatakan
sikapnya untuk mendukung salah satu pasangan calon
(paslon) Presiden dan’Wakil Presiden-'nomor urut satu
yakni Joko-Widodo dan Ma’ruf Amin — sedangkan paslon
nomor urut dua adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga

'PKPU No. 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU No 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 20109.

’Kepala daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Lihat dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (3).
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Uno. Dukungan tersebut pertamakali diawali oleh 22
Gubernur® dan dikuti oleh beberapa kepala daerah di
seluruh Indonesia yang terdiri dari 22 kepala daerah di
Jawa Barat’, 31 di Jawa Timur’, 12 di Kalimantan
Selatan®, 10 di Riau’, 10 di Sumatera Barat® dan 29 di
Papua.’

3 Rinaldo, “Pilihan Presiden,”
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3641817/15-gubernur-ini-
tegaskan-dukung-jokowi-maruf-di-pilpres-2019. Diakses pada Sabtu,
5 Januari 2019, jam 09.30 WIB.

* Yusuf Wijanarko, “Jawa Barat,” https://www.pikiran-
rakyat.com/jawa-barat/2018/09/21/22-kepala-daerah-di-jawa-barat-
dukung-jokowi-maruf-amin-430447. Diakses pada Sabtu, 5 Januari
2019, jam 09.24 WIB.

° Marlinda Oktavia Erwanti, “DetikNews,”
https://news.detik.com/berita/4220751/31-kepala-daerah-jatim-jadi-
timses-jokowi-pan-itu-hak-mereka. Diakses pada Sabtu, 5 Januari
2019, jam 09.30 WIB.

6 Ahmad Toriq, “DetikNews,”
https://news.detik.com/berita/4247426/12-kepala-daerah-di-kalsel-
deklarasi-dukung-jokowi-amin. Diakses pada Sabtu, 5 Januari 2019,
jam 09.45 WIB.

! Idon Tanjung, “Kompas.com,”
https://regional.kompas.com/read/2018/10/10/19032361/seluruh-
kepala-daerah-di-riau-dukung-jokowi-maruf-amin.- ‘Diakses  pada
Sabtu, 5 Januari 2019, jam 09.48. WIB.

s Rahmadhani, “Kompas.com,”
https://regional.kompas.com/read/2018/09/19/08113981/10-
kepala-daerah-di-sumbar-deklarasi-dukung-jokowi. Diakses
pada Sabtu, 5 Januari 2019, jam 09.50 WIB.

° “Pilihan Presiden,”
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3653413/lukas-enembe-29-
kepala-daerah-di-papua-dukung-jokowi-maruf. Diakses pada Sabtu, 5
Januari 2019, jam 09.56. WIB. Data-data yang disebutkan ini
merupakan data yang diperoleh dan telah disebarluaskan melalui
media sosial, tentu di luar data ini, kemungkinan akan lebih banyak
lagi dukungan kepala daerah untuk paslon nomor urut satu.
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https://regional.kompas.com/read/2018/10/10/19032361/seluruh-kepala-daerah-di-riau-dukung-jokowi-maruf-amin
https://regional.kompas.com/read/2018/10/10/19032361/seluruh-kepala-daerah-di-riau-dukung-jokowi-maruf-amin
https://regional.kompas.com/read/2018/09/19/08113981/10-kepala-daerah-di-sumbar-deklarasi-dukung-jokowi
https://regional.kompas.com/read/2018/09/19/08113981/10-kepala-daerah-di-sumbar-deklarasi-dukung-jokowi
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3653413/lukas-enembe-29-kepala-daerah-di-papua-dukung-jokowi-maruf
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3653413/lukas-enembe-29-kepala-daerah-di-papua-dukung-jokowi-maruf

Bentuk dukungan tersebut merupakan pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang tidak dapat dilepaskan dari
pemilihan umum (Pemilu).'® Karena pada dasarnya, dalam
kehidupan kenegaraan yang demokratis maka setiap warga
negara berhak untuk ikut berperan aktif dalam proses
politik. Salah satunya, menjatuhkan pilihan pada salah
satu paslon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi
Pemilihan Umum (KPU).™

Fakta tersebut di atas, menggambarkan bahwa
demokrasi di Indonesia semakin dewasa. Tolok ukurnya
adalah partisipasi dan dukungan dari beberapa kepala
daerah untuk paslon pilihannya masing-masing yang
secara tidak langsung, ia telah mewakili rakyat dan
daerahnya.  Sebagaimana yang telah  disinggung
sebelumnya bahwa dukungan ini merupakan praktik dari

konsep kedaulatan rakyat yang keberadaannya sah secara

1% Pemitu, adatah sarana kedaulatan rrakyat untuk memilih
anggota DPR, DPD, Presiden dan 'Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lihat Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1).

11 peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar
Negeri, Pasal 1 ayat (2).



konstitusi.** Sederhananya, semakin luas partisipasi publik
atau semakin banyak kepentingan publik terwakili, pada
saat itu demokrasi yang sesungguhnya tercipta.®
Kendatipun demikian, kepala daerah merupakan
bagian unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom' maka ia juga
memiliki  kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Kewajiban yang dimaksud, diantaranya, adalah menjaga
etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan program
stategis nasional, menaati seluruh ketentuan peraturan

perundang-undangan, melaksanakan UUD 1945 serta

2 YUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2). Namun, dalam
praktiknya, untuk siapa yang akan menduduki jabatan presiden dan
wakil presiden, serta gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya
masing-masing, . maka «<rakyat: isendirilah; yang < secara langsung
menentukan pilihan melalui pemilihan umum (Pemilu)-yang bersifat
secara langsung. Lihat juga dalam, Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok
Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuana
Ilmu Populer, 2007), him. 738-739.

¥ Demokrasi merupakan sistem yang berkembang dan
dikembangkan bukan saja sebagai alat atau cara melainkan juga
sebagai arah tujuan dalam berkehidupan bernegara yang demokratis
(demokratisasi). Lihat juga, Willy Puna Samadhi, Mengembalikan
Publik dalam Demokrasi, dalam AE. Priyono dan Usman Hamid,
Merancang Arah Baru Demokrasi; Indonesia Pasca-Reformasi,
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), him. 424-425. Lihat
juga dalam, Jenedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2012), him. 26-27.

% UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (3)
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mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kessatuan Republik Indonesia.’®

Uraian di atas, menggambarkan bahwa salah satu
proses demokratisasi di Indonesia, bisa disebabkan oleh
adanya bentuk dukungan kepala daerah terhadap paslon
dalam Pilpres. Asumsi ini diperkuat oleh pernyataan
Cjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia (Mendagri RI) yang menyatakan bahwa:

“Kepala daerah boleh mengkampanyekan salah
satu paslon dalam Pilpres. Menurutnya, hal ini
karena kepala daerah merupakan jabatan politik
yang dalam prosesnya kepala daerah diusung oleh
beberapa partai sebelum dipilih oleh rakyat.*®”
Menurut Jimly Asshiddigie ada perbedaan antara
istilah jabatan negara dengan jabatan negeri. Menurutnya,
pemegang jabatan negara disebut pejabat negara,
sementara pemegang jabatan negeri disebut sebagai
pejabat negeri. Pejabat negara ‘adalah orang yang
menduduki ‘atauyang memegang jabatan publik melalui
pemilihan yang bersifat politik atau melalui pengangkatan

tetapi jabatannya ‘itu sendiri bersifat politik. ‘Sedangkan

15 pasal 67.

16 .
“Nasional,”

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180913181324-32-
330020/menteri-tjahjo-kepala-daerah-jabatan-politik-boleh-kampanye,
akses 6 Januari 2019.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180913181324-32-330020/menteri-tjahjo-kepala-daerah-jabatan-politik-boleh-kampanye
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180913181324-32-330020/menteri-tjahjo-kepala-daerah-jabatan-politik-boleh-kampanye

pejabat negeri adalah pemegang jabatan publik melalui
pengangkatan yang bersifat administratif.'’

Sedikit berbeda dengan pengistilahan di atas,
Miftah Thoha berpendapat, ada tiga istilah mengenai
jabatan, yaitu, jabatan Kkarier, jabatan politik, dan jabatan
negara. Jabatan karier biasa disebut para birokrat yang
meniti kariernya di dalam sistem birokrasi yang berangkat
dari jabatan terendah di tingkat awal sampai ke tingkat
tertinggi. Adapun jabatan politik adalah pejabat yang
dipilih oleh rakyat atau diangkat oleh pejabat politik yang
dipilih oleh rakyat. Sementara jabatan negara atau pejabat
negara adalah jabatan yang diangkat oleh negara untuk
melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban negara
untuk kepentingan negara. Jabatan atau pejabat negara ini
sejak dahulu sampai sekarang dikenal untuk mengganti
sebutan jabatan politik.*®

Jika merujuk pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan- Negara'yang - Bersih-‘dan’ Bebas dari
Korupsi, “_Kolusi, ~dan Nepotisme, dalam " Pasal 1
disebutkan, penyelenggara negara adalah pejabat negara
yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

Y Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Reformasi, him. 745-746. Lihat juga, UU No.28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 1 ayat (1).

'® Miftah Thoha, Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 1-2.
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pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dalam pasal lain, yang dimaksud dengan pejabat negara
salah satunya adalah Gubernur.'® Artinya, kepala daerah
yang menjalankan fungsi eksekutif di tingkat daerah itu
merupakan pejabat negara atau dengan perkataan lain,
pejabat negara yang berada di daerah.

Berbebagai definisi yang dikemukakan di atas
mengatarkan pemahaman bahwa kepala daerah yang
merupakan pejabat negara maka ia tidak harus tunduk dan
patuh pada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagaimana pejabat negeri yang kedudukannya harus
bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik.?

Berdasarkan uraian di atas, maka kepala daerah
yang mendukung atau tidak berkampanye untuk
pemenangan paslon dalam Pilpres 17 April 2019 kemarin
itu dibolenkan.” Kendati  “demikian, perlu juga
digarisbawahi bahwa kepala ‘daerah merupakan unsur dari
Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas dan'kewajiban
yang tidak kalah' pentingnya daripada ikut ‘kampanye.
Tugas dan kewajiban yang dimaksud ialah mengurus
daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu,
seharusnya, kepala daerah itu lebih memprioritaskan tugas

dan kewajibannya daripada sibuk mengatur pemenangan

19 pasal 2.

2 pasal 9



paslon yang dipilihnya. Singkatnya, betapa pun kepala
daerah dibolehkan mendukung paslon dalam Pilpres dan
tentu juga, harus ada pembatasan berkampanye oleh
kepala daerah dalam Pilpres. Mengingat kepala daerah
bias abuse of power.”* Atas dasar itu, menarik penyusun
untuk mengkaji legalitas pembatasan berkampanye oleh

kepala daerah dalam Pilpres.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas,
maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Apa urgensi pembatasan berkampanye oleh kepala
daerah dalam pemilihan presiden?
2. Apa dasar legalitas pembatasan berkampanye oleh

kepala daerah dalam pemilihan presiden?

211 |stilah abuse wof power/  atau dalam literatur hukum
Indonesia kerap disebut penyalahgunaan wewenang atau-dalam istilah
aslinya adalah deternoument de pouvoir. Yang -dimaksud dengan
penyalahgunaan -wewenang  di' sini ‘adalah ‘pejabat ‘menggunakan
wewenanganya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang
telah diberikan kepada wewenang itu. Lebih jelasnya lihat, Yulius,
“Perkembangan  Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan
Wewenang Di Indonesia; Tinjaun Singkat dari Prespektif Hukum
Adminitrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4: 3 (November
2015), him. 364-365. Oleh karena itu, kontrol terhadap kepala daerah
yang berkampanye khususnya harus dilakukan oleh peraturan.
Regulasi ini dimaksud untuk mengikat dan membatasi semua
pemegang kuasa, lebih jelasnya lihat, Denny Indriyana, Indonesia
Optimis, (Jakarta: PT Bhuana IImu Populer, 2011), 9-10.
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui dan mengkaji urgensi
pembatasan kampanye tersebut bagi kepala
daerah.

b. Untuk mengkaji dan menganlisis dasar pengaturan
pembatasan berkampanye oleh kepala daerah
dalam pemilihan Presiden.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memperkuat pemahaman ilmu hukum
mengenai legalitas pembatasan berkampanye oleh
kepala daerah dalam Pilpres. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pengayaan dalam
memahami permasalahan seputar pembatasan
kampanye oleh kepala daerah dalam pilpres dan
juga, dapat digunakan ‘untuk memperkaya
khasanah-ilmu pengetahuan.

b._'Penelitianini * diharapkan. "dapat “memberikan
gambaran arah kebijakan pengaturan pembatasan
berkampanye oleh kepala daerah dalam Pilpres

c. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama
untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas
Hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah

hukum positif di Indonesia.
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D. Telaah Pustaka

Adapun dalam telaah pustaka, tema yang
membahas tentang Legalitas Pembatasan Berkampanye
olen Kepala Daerah dalam Pemilihan Presiden dan
hubungannya dengan pengaturan cuti kampanye kepala
daerah dalam pemilihan presiden, yaitu sebagai berikut:

Petama, skripsi Aldhi Setyawan yang berjudul
“Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala
Daerah Incumbent terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah”. Skripsi ini menjelaskan mengenai
pengaturan cuti kampanye bagi colon kepala daerah
incumbent, yaitu, pertama, pengaturan cuti kampanye bagi
calon kepala daerah incumbent memiliki implikasi positif
dan negatif dalam penerapannya. Implikasi tersebut
berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada dan efektivitas
tata kelola Pemerintahan Daerah. Kedua, kepala daerah
incumbent perlu cuti kampanye dan tetap menjalankan
tugas yang ‘telah ' diamanahkan. ‘Namun- selama masa
kampanye_berlangsung, calon kepala daerah ‘incumbent
harus diawasi oleh lembaga pengawas pemilu (Bawaslu)
selama menjalankan tugas sebagai kepala daerah.?? Jadi
pembahasannya lebih mengarah pada pengaturan cuti

kampanye calon kepala daerah incumbent bukan mengarah

2Aldhi Setyawan, “Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye
Bagi Kepala Daerah Incumbent terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (2017).
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pada legalitas pembatasan berkampanye oleh kepala
daerah dalam pilihan presiden.

Kedua, jurnal Andi Ayatullah, dkk dengan judul
“Pembatasan Kampanye dan Rendahnya Partisipasi
Pemilih Pada Pilkada Serentak 2015 di tiga Kabupaten di
Sulawesi Selatan.” Jurnal ini menjelaskan permbatasan
kampanye: alat peraga kampanye, bahan kampanye dan
iklan kampanye. Akan tetapi, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dengan adanya pembatasan
kampanye mengakibatkan pastisipasi pemilih rendah.
Adapun faktor yang memengaruhi rendahnya pratisipasi
pemilih dalam pilkada serentak 2015 adalah sebagai
berikut. Pertama, jumlah Daftar Pemilih Tetap (PDT)
menggelembung. Kedua, adanya kejenuhan dan sikap
apatis masyarakat sebagai pemilih.?® Sebenarnya jurnal ini
sudah membahas pembatasan kampanye, namun
penekanannya atau fokusnya ‘lebih kepada pembatasan
yang dijadikan 'sebagai "alat- kampanye' dan ‘rendahnya
pastisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Sementara, jurnal Jamaludin Ghafur “dan Allan
Fatchan Gani yang berjudul “Problematika Pengaturan
Cuti Kampanye Kepala Daerah Incumbent dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daaerah di

ZAndi Ayatullah Ahmad dkk, “Pembatasan Kampanye dan
Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2015 di tiga
Kabupaten di Sulawesi Selatan” Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 6:
1 (Juni 2017).
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Indonesia.” Jurnal ini membahas pengaturan tentang cuti
kampanye kepala daerah incumbent yang kemudian
menuai pro dan kontra, apakah pengaturan tersebut layak
dipertahankan atau tidak. Adapun hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa, pertama, Pasal 70 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah
menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat
kelebihan dan kelemahan terhadap aturan cuti kampanye.
Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan
kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwa
kewajiban untuk cuti itu dapat merugikan hak kepala
daerah incumbent untuk bekerja menuntaskan amanah
rakyat.”* Dalam jurnal ini yang menjadi pembeda dengan
penulis teliti adalah jurnal ini terbatas pada pengaturan
cuti kampanye oleh kepala daerah incumbent dalam
pemilihan kepala daerah  dan wakil kepala daerah di
Indonesia ~bukan mengarah  pada legalitas ' pembatasan
berkampanye oleh kepala daerah dalam ‘pilihan presiden.
Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan sebagai
penelitian baru dikarenakan belum banyak penelitian yang
membahas mengenai legalitas pembatasan berkampanye

oleh kepala daerah dalam pilihan presiden.

#Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana,
“Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Kepala Daerah Incumbent
dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daaerah di
Indonesia,” Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8: 1 (Februari 2017).
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan
beberapa teori, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Negara Hukum

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah
negara yang diperintah dengan konstitusi  dan

berkedaulatan hukum.?®

Menurutnya, yang memerintah
dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang
adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya
suatu hukum. Manusia perlu dididik untuk menjadi warga
negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan
menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila
keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu
negara hukum, karena tujuan negara hukum adalah
kesempurnaan warga negaranya yang berdasarkan atas
keadilan.?

Di lain sisi, konsep negara hukum tidak bisa
dilepaskan adanya keinginan untuk' membatasi penguasa
negara_agar ' tidak  menyalahgunakan kekuasaan  untuk

menindas rakyatnya. (abuse of (power, abuse de droit).”’

% Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial
Review, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him. 1.

% pytera Astomo, Hukum Tata Negara; Teori dan Praktek,
(Yogyakarta: Thafa Media, 2014), him. 38-39. Lihat juga, Abu Daud
Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-Asas Hukum Tata Negara,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), him. 109.

" Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat),
(Bandung: Refika Aditama, 2011), him. 2.
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Meminjam istilahnya Jimly, idealnya, hukum itu dijadikan
sebagai  panglima dalam  dinamika  kehidupan
kenegaraan.?® Dalam istilah Satjipto, hukum adalah untuk
manusia bukan malah sebaliknya.”® Pandangan tersebut
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara penguasa
atau pejabat dan rakyat, dalam kacamata hukum semuanya
adalah sama dan berhak mendapatkan keadilan dan
kesejateraan yang sama. Sehingga, dapat dikatakan bahwa
semua orang harus tunduk kepada hukum.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa
Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Julius
Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah
Jerman, yaitu rechtstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo
Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh
Albert Venn Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.
Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum
yang diistilahkan rechtsstaat itu mencakup empat elemen
penting, yaitu:*?

a." Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi.manusia;
b. "Negara didasarkan pada teori trias politica;

%8 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Reformasi, him. 297.

» gatjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa
Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publshing, 2009), him. 32-33.

% Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010),
him. 61.
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c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan
undang-undang (Wetmatig bestuur); dan

d. Adanya peradilan administrasi negara yang
bertugas menangani kasus perbuatan melanggar
hukum oleh  pemerintah  (onrechtmatige
overheidsdaad).

Sedangkan A.V Dicey menguraikan ada tiga ciri
penting dalam negara hukum yang disebutnya dengan
istilah the rule of law,*" yaitu:

a. Supremacy of Law;
b. Equality before the law; dan
c. Duo Procces of Law.

Selain itu, konsepsi negara hukum modern juga
dirumuskan oleh International Commision of Jurists, yang
meliputi enam prinsip, yaitu®*:

a. Perlindungan konstitusional, artinya selain
menjamin hak individu, konstitusi juga harus
menentukan cara prosedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak
memihak.

c. »Adanya pemilhan umum yang bebas.

d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.

e. Adanya kebebesan berserikat atau
berorganisasi dan beroposisi.

f. Adanya pendidikan berkewarganegaraan.

31 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia;
Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan,
(‘Yogyakarta: Liberty, 1993), him. 28.

%2 Ibid.,hlm. 60. Lihat juga, South-East Asian and Pasific
Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, “The Dynamic
Aspects of the Rule of Law in The Modern Age”, International
Commission of Jurists, 1965, him. 39-50.
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Dalam konteks Indonesia, maka ide-ide atau
prinsip-prinsip pokok mengenai konsepsi negara hukum di
atas, perlu dirumuskan dan disesuaikan dengan situasi
bangsa Indonesia. Menurut Jimly Ashiddigie, suatu negara
dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki
unsur sebagai berikut:

a. Supremasi hukum (Supremacy of Law);
b. Persamaan dalam hukum (Equality Before the
Law);
Asas Legalitas (Due Process of Law);
Pembatasan Kekuasaan;
Organ-organ eksekutif independen;
Peradilan bebas dan tidak memihak;
Peradilan Tata Usaha Negara;
Peradilan Tata Negara (Constitutional Court);
Perlindungan Hak Asasi Manusia;
Bersifat Demokratis (Democratische
Rechtsstaat);
Berfungsi sebagai saran mewujudkan tujuan
negara;
Transparasi dan kontrol sosial;* dan
~Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa>*

S N o0

x~

3._

|;33

Berdasarkan uraian ' di/ atas, = dapat . disimpulkan
bahwa pada umumnya konsep negara hukum, baik dalam
paham rectstaat atau pun paham the rule of law

mangandung prinsip utama bahwa negara harus dijalankan

% Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005) him. 123-129.

% Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Reformasi, him. 310.

16



atau diselenggarakan berdasarkan hukum. Dengan
demikian, hukum lah yang menentukan segala pranata dan
penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan
pemilu seperti pembatasan berkampanye.*
2. Teori Pemerintahan yang Demokratis

Pemerintahan yang demokratis nampaknya tidak
bisa dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan
dengan tata pemerintahan dan kegiatan politik. Semua
proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan
berjalan seiring dengan jalannya demokrasi.*® Dalam
demokrasi, fungsi pemerintahan dialinkan dari warga
negara kepada organ-organ negara. Menurut John Locke
sebagaimana dikutip oleh M. Gaffar, walaupun
kekuasaaan telah diserahkan kepada organ negara, rakyat
tetap sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan
aspirasi dan tuntutan. Pada titik inilah berjalannya
demokrasi mengehendaki adanya pemilu.®’

Agar | ‘pemilu dapat' ' ‘menjadi wahana
pengejawantahan /' kedaulatan rakyat dan hasilnya benar-

benar merupakan: bentuk kehendak rakyat, maka UUD

% Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2013), him. 58-59.

% Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di
Indonesia, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), him. 5. Lihat juga,
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, cet.
Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), him. 59-65.

%7 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,
him. 27.
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1945, menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil,
serta para pemilih dapat menggunakan haknya secara
langsung, umum, bebas, dan rahasia.*® Di samping itu,
peranan pejabat negara khusunya kepala daerah
diharapkan dapat menciptakan pemilu yang demokratis.
Itu karena jabatan kepala daerah terdapat jabatan yang
melekat ~ fungsi  publik, dimana  penyelenggara
pemerintahan dalam pelaksanaanya diwujudkan dalam
bentuk pelayanan publik dengan tujuan terwujudnya
kesejahteraan rakyat.*

Di lain sisi, harus diakui juga kepala daerah selaku
kepala pemerintahan eksekutif di daerah itu merupakan
jabatan politik: jabatan yang diisi oleh pemilihan pada
umumnya, maka harus dibedakan dari jabatan-jabatan
teknis administratif: ~ jabatan yang diisi dengan
pengakatan.“?

Di sisi lain,  kepala “daerah  merupakan
penyelenggara ‘pemerintahan - daerah atau" ‘jabatan yang
diserahi tugas pemerintahan untuk melaksanakan undang-

undang maka ia memiliki‘tanggung jawab utama untuk

% Ibid, him 44-45. Lihat juga, UUD NRI, Pasal 22E ayat (1).

% Wendy Melfa, Pemilukada; Demokrasi dan Otonomi
Daerah, (Bandar Lampung: BE Press, 2013), him. 9. Lihat juga, UU
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, Pasal
8, dan Pasal 15.

0 1pid., him. 10-11.
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mewujudkan pemerintahan yang baik.*" Atau dengan
perkataan lain, ketika pejabat yang dipilih rakyat dan
diangkat oleh pejabat terpilih menduduki jabatan
kenegaraan maka pejabat tersebut beralih fungsi untuk
negara bukan untuk partai politik dan konstituantenya
lagi.*?

Atas dasar itu, dalam mewujudkan pemerintahan
yang demokratis maka dibutuhkan netralitas dari pejabat
pemerintahan atau netralitas birokrasi. Menurut Miftah,
netralitas birokrasi adalah suatu sistem di mana birokrasi
tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan
walaupun pejabat atau atasannya berganti. Apabila
birokrasi memihak kepada salah satu kekuatan partai
politik yang sedang memerintah, maka sikap pelayanan
tersebut jelas tidak terpuji.*® Atau dengan Kkata lain, sikap
pelayanan demikian  tidak  mencerminkan  sikap

demokeratis.

“pytro Astomo, “Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan
yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” Kanun Jurnal limu
Hukum, No. 64, Th. XVI (Desember 2014), him. 405.

2 Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di
Indonesia, him.7.

3 Miftah Thoha, Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di
Indonesia, him. 182-184.
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Adapun prinsip pemerintahan yang baik menurut
United Nations Development Programme sebagaimana
dikutip oleh Putro Astomo, adalah sebagai berikut**:

Pasrtisipasi;

Penegakan hukum;
Transparansi;

Daya tanggap;

Consensus orientation;
Keadilan;

Effectiveness and efficiency; dan
Akuntabilitas.

S o o0 o

Pada titik ini maka pemerintahan yang demokratis
adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan
tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap
warga negaranya.*  Pembatasan-pembatasan  atas
kekuasaan pemerintah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, termasuk pembatasan berkampanye oleh kepala
daerah dalam pilihanan umum presiden dan wakil
presiden.

3. Teori-Politik- Hukum

Menurut“PadmoWahjono, " palitik “hukum “adalah
kebijakan penyelenggara negara yang bersifat. mendasar
dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum

yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan

* Putro Astomo, “Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan
yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” hlm. 411-415.

* Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, cet ke-8,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 5-6.
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kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya
mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan
hukum.*®

Sementara itu Mahfud MD bependapat, politik
hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi
tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan
pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama,
dalam rangka mencapai tujuan negara.”’

Senada dengan di atas, Sunaryanti Hartono
sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, ia berpendapat,
politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah
yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan
sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa
dan tujuan negara.*®

Berdasarkan definisi di atas, maka, politik hukum
merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan
diberlakukan atau hukum-hukum yang akan dicabut atau
tidak diberlakukan 'yang kesemuanya dimaksudkan untuk

meningkatkan  kesadaran = masyarakah  hukum dan

* Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet — VII
(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), him. 1. Lihat juga, Padmo
Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet — Il
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him. 160.

7 bid.
8 1bid., him. 2
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mencapai tujuan negara.*® Juga, termasuk pilihan tentang
UU Pemilu yang mengatur adanya pembatasan
berkampanye oleh kepala daerah dalam pilihanan umum

presiden dan wakil presiden.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai
penelitian pustaka (library research). Library research
adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan
metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Metode ini
merupakan penelitian  yang memanfaatkan sumber
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.>®
Perlu dinyatakan bahwa studi yang dilakukan dalam
penelitian ini bersifat kepustakaan. Yaitu dilakukan
dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan
seperti  bahan-bahan ~ berupa ' peraturan’ ' perundang-
undangan, - buku-buku, jurnal-jurnal,  surat  kabar
(online/cetak) dan .bahan-bahan ‘terkait dengan objek

penelitian.

* M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-
undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif” Jurnal
Rechts Vinding, Vol. 2: 3 (Desember 2013), him. 383.

%0 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta:
Yayasan Obor Nasional, 2004), him. 2-3.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu cara
untuk mengungkapkan dan menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori
hukum sebagai objek penelitian. Metode ini dimaksudkan
untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data yang
berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci
guna menjawab permasalahan yang ada.”
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode
penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan
yuridis-politis. Pendekatan yuridis-politik ini ialah cara
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan karena bahan utama yang
akan  dianalisis ' adalah ' pengaturan ' ' pembatasan
berkampanye oleh kepala daerah dalam pilihan presiden.
4. Sumber Bahan

a. Bahan primer
Bahan primer adalah bahan hukum yang

mencangkup seperangkat peraturan perundang-

5! Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), him. 105.
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undangan.®® Adapun bahan primer yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Anggota Konstituante dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

°2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan, sebagaimana
yang dijelaskan juga oleh Guru Besar Universitas Airlangga,
Surabaya, Marzuki, bahan hukum primer yang terutama bukanlah
putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-
undangan, dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi ke-
7 (Jakarta: Kencana, 2011), him, 184-185.
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8) UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

9) UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum.

10) UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan
Umum.

11) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

12) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden

13)UU  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Bebas dan Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

14)UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara

15) PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengunduran: Diri-dalam’ Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan/ Rakyat, /Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, ©~ Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
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16) PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.

17)PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Kampanye Pemilihan Umum.

18) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan  Informasi  Publik di Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

b. Bahan sekuder
Bahan sekunder adalah sebagai penguat dari
peraturan perundang-undangan Yyakni berupa
buku, = jurnal, makalah dan surat kabar
(cetak/online) yang ada hubungannya dengan
tujuan penélitian‘ini.>

c. .Bahan terseir
Bahan tersier yang dimaksud yaitu bahan hukum
yang mampu melengkapi dan dapat memberi
penjelasan terhadap bahan primer dan baham
sekunder. Diantaranya adalah Kamus Hukum

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5 bid, him, 195-197.
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5. Analisis Hukum

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode
kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk
melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir
menyusun gagasan, Yyang beraturan, berarah dan
berkonteks, yang patut (relevant) dengan maksud dan
tujuan. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam
rangka memahami atau memperoleh pengertian yang
mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah
dengan menarik kesimpulan secara dedukiif.

Secara sederhana semua data yang diperoleh
dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran
yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan
interprestasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk
menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri
dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya

dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang
jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka
dengan ini penulis membagi ke dalam beberapa bab secara
garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah  pendahuluan  yang
mengemukakan tentang latar belakang, indentifikasi

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
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kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan
dalam penelitian ini.

Pada bab kedua akan diulas tentang definisi
demokrasi dalam konteks negara hukum di Indonesia yang
akan menjadi landasan teoritis penelitian ini.

Kemudian bab ketiga memuat uraian teoritis dari
penelitian ini. Pada bab ini akan dideskripsikan secara
mendetail tentang pengaturan peraturan pembatasan
berkampanye oleh kepala daerah yang merupakan
landasan teoritis penelitian ini.

Selanjutnya, bab keempat merupakan bab yang
menjadi fokus kajian dari penelitian ini. Bab ini akan
memperlihatkan tentang praktik-praktik kampanye di
Indonesia dan legalitas pembatasan berkampanye oleh
kepada daerah dalam pilihan presiden.

Akhirnya, bab kelima menutup rangkaian
pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi
kesimpulan® hasil kajian'dan ‘saran-saran untuk kajian

selanjutnya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembatasan berkampanye oleh kepala daerah
dalam Pilpres tahun 2019 sekurang-kurangnya ada tiga
faktor, pertama, pada hakikatnya setiap pejabat negara
dan termasuk kepala daerah cenderung bias abuse of
power. Artinya, kepala daerah rentan
menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan
salah satu paslon. Kedua, kepala daerah sebagai bagian
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki
tugas dan kewajiban yang jauh lebih besar daripada
ikut kampanye yakni, mengurus daerahnya dan
mensejahterakan rakyatnya. Ketiga, politik hukum
pemilw mengehdaki pemilusaat ini ‘harus ‘lebih baik
daripada pemilu sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan
dengan konfigurasi politik hukum pemilu yang
menunjukkan sebelum reformasi, kepala daerah
diberikan ruang untuk turut berperan aktif dalam
kampanye pemilu akan tetapi, setelah reformasi
tepatnya pada pemilu 2004 hingga pemilu 2019,

keterlibatan kepala daerah dalam pilpres dibatasi.
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2. Adapun dasar legalitas pembatasan berkampanye oleh
kepala daerah dalam Pilpres tahun 2019, secara
tersirat, diatur oleh Pasal 281 ayat (1), Pasal 282, dan
Pasal 283 dalam UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 31 ayat
(2), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) dalam PP No. 32
Tahun 2018, dan Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 62
ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 63 ayat (1), Pasal
64, Pasal 70, dan Pasal 71 dalam PKPU No. 23 Tahun
2018.

B. Saran

Politik hukum pemilu dan konstitusi Indonesia
senantiasa mengehendaki pemilu saat ini harus lebih baik
daripada pemilu sebelumnya. Oleh sebab itu, maka saran
penulis adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara dan khususnya kepala daerah
harus menyadari bahwa setiap hak dan kewenangan
yang melekat pada jabatannya: itu ‘memiliki batasan.
Batasan ' tersebut  merupakan = konsekuensi. dari
statusnya sebagai pejabat negara dan pejabat daerah.
Demi tergapainya Pilpres yang Luber dan Jurdil, maka
peranan atau keterlibatan kepala daerah dalam Pilpres
harus dibatasi. Artinya, jangan sampai pada pemilu
selanjutnya, keterlibatan kepala daerah dalam pilpres

tidak dibatasi oleh praturan perundang-undangan.
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2. Pada hakikatnya, politik hukum pemilu dan
pembatasan berkampanye oleh kepala daerah dalam
Pilpres ini akan mempengaruhi lembaga, pranata, dan
budaya masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu,
maka secara bersama-sama rakyat melakukan upaya
proteksi dan prevensi terhadap keterlibatan kepala
daerah dalam Pilpres guna terwujudnya Pilpres yang

demokratis.
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Anggota Konstituante dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Nomor. 2 Tahun, 1980 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum.

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan

Umum.

122



Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Bebas dan Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.

Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah- Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan
Wakil, -Presiden, ,serta ,Cuti  dalam,Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan,Komisi Pemilihan Umum, Nemor,5 Tahun 2018
tentang~ Tahapan, = Program, dan" Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Nomor 23 Tahun
2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilahan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
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Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel. 1

Perbandingan Legalitas Pembatasan Berkampanye

Oleh Kepala Daerah di Indonesia

Sebelum Keterangan Setelah Reformasi Keterangan

Reformasi
Undang- | Pasal Undang- Pasal
Undang Undang
UU No. | Tidak | Belum ada | UU No. 3 | Tidak Belum ada
18 Tahun | Ada pengaturan Tahun 1999 | Ada pengaturan
1953 pembatasan tentang pembatasan
tentang kampanye Pemilihan kampanye oleh
Pemiliha oleh Kepala | Umum Kepala Daerah
n Daerah (Pemilu
Anggota 1999)
Konstitu
ante dan
Anggota
DPR
(Pemilu
1955)
UU No. | Tidak | Belum ada | UU No. 12 | Pasal Pasal 40,
15 Tahun | Ada pengaturan Tahun® 2003 | 40 “Pejabat
1969 pembatasan tentang negara
tentang kampanye Pemilihan | | ... dilarang
Pemiliha oleh Kepala | Umum membuat
n Umum Daerah Presiden dan keputusan
Anggota- Wakil dan/atau
anggota Presiden tindakan yang
Badan (Pemilu menguntungka
Permusy 2004) n atau
awaratan/ merugikan
Perwakil salah satu
an pasangan
Rakyat calon selama
(Pemilu masa  waktu
1971) kampanye”
UU No. | Tidak | Belum ada | UU No. 42 | Pasal Pasal 42,
4 Tahun | Ada pengaturan Tahun 2008 | 42, “Kampanye
1975 pembatasan tentang Pasal pemilu  yang
tentang kampanye Pemilihan 43, dan | mengikutsertak
Pemiliha oleh Kepala | Umum Pasal an ...
n Umum Daerah Presiden dan | 44 | .. Gubernur,
Anggota- Wakil Wakil
anggota Presiden Gubernur,
Badan (Pemilu Bupati, Wakil
Permusy 2009) Bupati,
awaratan/ Walikota dan
Perwakil Wakil Walikota
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Sebelum Keterangan Setelah Reformasi Keterangan
Reformasi
Undang- | Pasal Undang- Pasal
Undang Undang
an harus
Rakyat memenuhi
(Pemilu ketentuan:
1977) Tidak
menggunakan

fasilitas yang
terkait dengan
jabatannya,
kecuali
fasilitas
pengamanan
bagi  pejabat
negara
sebagaimana
diatur  dalam
peraturan
perundang-
undangan;

Menjalani cuti.
Pelaksanaan
cuti dan jadwal
cuti bagi
pejabat negara
tersebut, harus
memperhatikan
keberlangsung
an tugas
penyelenggara
an negara dan
penyelenggara
an pemerintah
daerah.”

Pasal 43,
“Pejabat
negara,
wevvedilarang
membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungka
n atau
merugikan
salah satu
pasangan
calon selama
masa  waktu
kampanye”

Pasal 44,
“Pejabat
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Sebelum
Reformasi

Undang-
Undang

Pasal

Keterangan

Setelah Reformasi

Undang-
Undang

Pasal

Keterangan

negara,
.......... dilarang
mengadakan
kegitan  yang
mengarah
kepada
keberpihakan
terhadap
pasangan
calon
menjadi
peserta pemilu
Presiden dan
Wakil Presiden
sebelum,
selama,  dan
sesudah masa
kampanye.
Adapaun
kegiatan yang
dimaksud
meliputi:
pertemuan,
ajakan,
imbauan,
seruan
pemberian
barang kepada
pegawai negeri
dalam
lingkungan
unit  kerjanya,
anggota
keluarga, dan
masyarakat.”

yang

atau

UU No.
2 Tahun
1980
tentang
Pemilhan
Umum
Anggota-
anggota
Badan
Permusy
awaratan/
Perwakil
an
Rakyat
(Pemilu
1982)

Tidak
Ada

Belum = ada
pengaturan
pembatasan
kampanye
oleh Kepala
Daerah

UU 'No. 42
Tahun 2008
tentang
Pemilihan
Umum
Presiden dan
Wakil
Presiden
(Pemilu
2014)

Pasal
42,
Pasal
43, dan
Pasal
44

Mekanisme
larangan dalam
berkampanye
yang
mengikutsertak
an pejabat
negara
termasuk
kepala daerah
dalam pemilu
tahun 2014
masih mengacu
pada UU. No.
42 Tahun 2008
tentang
Pemilihan
Umum
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Sebelum Keterangan Setelah Reformasi Keterangan
Reformasi

Undang- | Pasal Undang- Pasal

Undang Undang
Presiden  dan
Wakil
Presiden. Hal
ini berdasarkan
Putusan MK
No. 14/PUU-
X1/2013.

UU No. | Tidak | Belum ada | UU No. 7 | Pasal Pasal 281 ayat

1 Tahun | Ada pengaturan Tahun 2017 | 281 (2),

1985 pembatasan tentang ayat “Kampanye

tentang kampanye Pemilu 1), pemilu  yang

Pemiliha oleh Kepala | (Pemilu Pasal mengikutsertak

n Umum Daerah 2019) 282, an

Anggota- dan | ... Gubernu

anggota Pasal r, Wakil

Badan 283 Gubernur,

Permusy Bupati, Wakil

awaratan/ Bupati,

Perwakil Walikota dan

an Wakil Walikota

Rakyat harus

Pemilu memenuhi

1987) ketentuan:
(a).Tidak
menggunakan
fasilitas dalam
jabatannya,
kecuali
fasilitas
pengamanan
bagi  pejabat
negara

sebagaimana
diatur  dalam
peraturan
perundang-
undangan; (b).
Menjalani cuti
di luar
tanggungan
negara.”

Pasal
“Pejabat
negara,
<o dilarang
membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungka
n atau

282,
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Sebelum
Reformasi

Undang-
Undang

Pasal

Keterangan

Setelah Reformasi

Undang-
Undang

Pasal

Keterangan

merugikan
salah
pasangan
calon selama
masa  waktu
kampanye”

satu

Pasal 283,
“Pejabat
negara,

...... dilarang
mengadakan
kegiatan yang
mengarah
kepada
keberpihakan
terhadap
pasangan
calon
menjadi
peserta pemilu
sebelum,
selama,  dan
sesudah masa
kampanye.
Adapun
kegiatan yang
dilarang
meliputi:
pertemuan,
ajakan,
imbauan,
seruan
pemberian
barang kepada
pegawai negeri
dalam
lingkungan
unit  kerjanya,
anggota
keluarga, dan
masyarakat.”

yang

atau

UU No.
1 Tahun
1985

tentang
Pemiliha
n Umum
Anggota-
anggota
Badan

Permusy

Tidak
Ada

Belum ada
pengaturan
pembatasan
kampanye
oleh Kepala
Daerah

PP No. 32
Tahun 2018
tentang Tata
Cara
Pengunduran
Diri  dalam
Pencalonan
Anggota
DPR,
Anggota

Pasal
31 ayat
(),
Pasal
32,
Pasal
33 ayat
).

Pasal 31 ayat
(2), “Gubernur
Wakil
Gubernur,
Bupati, Wakil
Bupati,
Walikota, dan
Wakil Walikota
dapat
melakasanakan
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Sebelum Keterangan Setelah Reformasi Keterangan
Reformasi
Undang- | Pasal Undang- Pasal
Undang Undang
awaratan/ DPD, kampanye
Perwakil Anggota apabila yang
an DPRD, bersangkutan:
Rakyat Presiden dan (a). Sebagai
(Pemilu Wakil calon Presiden
1992) Presiden, atau Wakil
Permintaan Presiden
Izin  dalam (b). Berstatus
Pencalonan sebagai
Presiden dan anggota partai
Wakil politik; atau
Presiden, ©. Anggota tim
serta Cuti kampanye atau
dalam pelaksana
Pelaksanaan kampanye yang
Kampanye sudah
Pemilihan didaftakan ke
Umum. KPU.”
(Pemilu
2019) Pasal 32, “......
gubernur,
wakil
gubernur,
bupati,  wakil
bupati,
wakilokta,
wakil
walikota, ... ...
melakasanakan
kampanye

pemilu dengan
memperhatikan
keberlangsung
an tugas
penyelenggara
an negara dan
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah.”

Pasal 33 ayat
1), “Cuti ..
gubernur,
wakil
gubernur,
bupati,
bupati,
wakilokta,
wakil walikota
disesuikan
jangka waktu
kampanye

wakil
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Sebelum Keterangan Setelah Reformasi Keterangan
Reformasi
Undang- | Pasal Undang- Pasal
Undang Undang
pemilu.”
UU No. | Tidak | Belum ada | PKPU No. 23 | Pasal Pasal 59 ayat
1 Tahun | Ada pengaturan Tahun 2018 | 59 ayat | (3), “Pejabat
1985 pembatasan tentang 3), negara .........
tentang kampanye Kampanye Pasal bukan
Pemiliha oleh Kepala | Pemilihan 60, berstatus
n Umum Daerah Umum Pasal anggota partai
Anggota- (Pemilu 62 ayat | politik dapat
anggota 2019) 1), melaksanakan
Badan ayat kampanye
Permusy 3), apabila:
awaratan/ ayat anggota  tim
Perwakil (4), dan | sudah  sudah
an ayat didaftarkan
Rakyat ), pada KPU.”
(Pemilu Pasal
1997) 63 ayat | Pasal 60,
), “Selama
Pasal melakasanakan
64, kampanye
Pasal | ...... pajabat
70, negara,
Pasal pejabat daerah
71 ayat | wajib
(1) dan | memperhatikan
ayat keberlangsung
(2). an tugas

penyelenggara
an negara dan
penyelenggara
an pemerntah
daerah.”

Pasal 62 ayat
(@)
“.....gubernur,
wakil
gubernur,
bupati,
bupati,
walikota, dan
wakil walikota
sebagai
anggota  tim
kampanye
dan/atau
pelakasana
kampanye juga
dapat
diberikan cuti
di luar
tanggungan
negara”

wakil
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Sebelum
Reformasi

Undang- | Pasal
Undang

Keterangan

Setelah Reformasi

Undang- Pasal
Undang

Keterangan

Ayat (3) “Cuti
gubernur,
wakil
gubernur,
bupati, wakil
bupati,
walikota, dan
wakil walikota
diberikan oleh
Menteri  yang
menyelenggara
kan urusan
dalam negeri.”

Avat (4), “Cuti

dapat
diberikan 1
(satu) hari

kerja  dalam
setiap minggu
selama masa
kampanye.”

Ayat ™,
“Surat cuti
tersebut harus
disampaikan
kepada KPU,
KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kot
a sesuai
tingkatannya
paling lambat
3 (tiga) hari
sebelum
pelaksanaan
kampanye.”

Pasal 63 ayat
(1),
“Gubernur,
wakil
gubernur,
bupati,  wakil
bupati,
walikota dan
wakil walikota
dilarang
menjadi  ketua
tim
kampanye.”
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Sebelum
Reformasi

Undang- | Pasal
Undang

Keterangan

Setelah Reformasi

Undang- Pasal
Undang

Keterangan

Pasal 64,
S pejabat
daerah
dilarang
menggunakan
fasilitas
negara  yang
berupa:

(a). Sarana
mobilitas,
seperti
kendaraan
dinas meliputi
kendaraan
dinas pejabat
negara dan
kendaraan
dinas pegawai,
serta alat
transportasi
lainnya;

(b).  Gedung
kantor, rumah
dinas, rumah
jabatan  milik
pemerintah
kabupaten/kota
kecuali daerah
terpencil yang
pelaksanaanny
a harus
dilakukan
dengan
memperhatikan
prinsip
keadilan;

©. Sarana
perkantoran,
radio daerah
dan sandi atau
telekomunikasi
milik
pemerintah
daerah
provinsi, milik
pemerintah
daerah
kabupaten/kota
, dan peralatan
lainnya; dan
(d). Fasilitas
lainnya yang
dibiayai oleh
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APBN atau
APBD.”

Pasal 70,
“Pejabat
negara,
pejabat
daerah, .........
dilarang
membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungka
n atau
merugikan
salah satu
peserta
pemilu.”

Pasal 71 ayat
(1), “Pejabat
negara,
pejabat
daerah, .........
dilarang
mengadakan
kegiatan yang
mengarah
kepada
keberpihakan
terhadap
pasangan
calon yang
menjadi
peserta pemilu
sebetum,
selama, dan
sesudah masa
kampanye.”

Ayat ),
“Larangan
yang
dimaksud:
pertemuan,
ajakan,
imbauan,
seruan  atau
pemberian
barang kepada
pegawai negeri
dalam
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Undang- | Pasal Undang- Pasal
Undang Undang
lingkungan
unit  kerjanya,
anggota
keluarga, dan
masyarakat.”
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